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Abstrak. Artikel ini didasari atas terbitnya regulasi yang menya-
takan adanya revisi kurikulum 2013. Regulasi baru ini merupakan jawa-
ban yang diberikan pemerintah atas carut marut yang terjadi pada awal 
kehadiran kurikulum 2013. Kegaduhan kehadiran kurikulum 2013 ter-
gambar dari tidak adanya uji coba kurikulum, kemudian berlanjut juga 
tidak ada sosialisasi dan pelatihan guru terhadap how to implementasi-
kan kurikulum baru serta perubahan isi, pendekatan dan evaluasi yang 
dinilai cukup rumit dari sebelumnya. Pemerintah menganggap secara 
substansi kurikulum 2013 perubahan lebih baik dari kurikulum sebe-
lumnya dan sesuai dengan kondisi kebutuhan di lapangan. Namun tidak 
demikian halnya dengan praktisi pendidikan dan implementator kuriku-
lum di lapangan yang menilai bahwa kurikulum 2013 banyak mengala-
mi kendala secara teknis dan sangat memberatkan guru. Tahun 2016, 
secara resmi keluar peraturan pemerintah baru guna menyelesaikan per-
soalan yang timbul. Dengan datangnya regulasi baru ini, dilakukan 
penelitian kuantitatif kepada guru tentang tingkat kepuasan guru ter-
hadap revisi kurikulum 2013. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 
90,85 % guru menyatakan puas dan setuju dengan kehadiran revisi ku-
rikulum 2013. Tingkat kepuasaan dilihat dari tiga dari empat pokok 
perbaikan yang ada dalam revisi kurikulum 2013, yakni, Pertama, 
sebanyak 78,27 % guru puas dengan upaya penataan kembali kompe-
tensi sikap spiritual dan sosial pada semua mata pelajaran. Kedua, 
sebanyak 94,29 % guru mata pelajaran menyatakan setuju dengan ko-
herensi KI-KD dan penyelarasan dokumen. Ketiga, dominasi guru 
mengungkapkan kepuasan mereka dengan pemberian ruang kreatif 
kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam regulasi 

revisi kurikulum 2013. 

A. PENDAHULUAN 

Kurikulum itu seperti halnya ma-

kanan. Makanan yang diproduksi baik 

dalam skala besar mapun kecil merupa-

kan hal yang pasti mempunyai date exi-

pred. Tidak ada makanan yang tidak 

pernah kadaluarsa. Yang membedakan 

adalah ada jenis makanan yang cepat 

mengalami proses pembusukan dan ada 

yang lama. Cepat atau lambat makanan 

menjadi basi  tergantung kepada kondisi 

lingkungan, bahan makanan itu sendiri 

dan berbagai faktor lainnya. Makanan 

yang sudah kadalursa melepaskan bau 

yang tidak enak, bentuk yang tidak lagi 

mempesona dan menghilangkan selera 
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makan. Dari segi kesehatan, tentu ma-

kanan yang basi tidak baik lagi untuk 

dikonsumsi dan hendaknya diganti 

dengan makanan yang fresh. Makanan 

yang segar dan mengandung nutrisi yang 

tinggi membuat kualitas kesehatan terja-

ga dan meningkatkan performa kerja 

sehari-hari. 

Begitu juga halnya kurikulum. Ku-

rikulum tak selamanya bisa dipakai 

sepanjang masa. Kurikulum hanya berla-

ku pada periode tertentu. Pada saat peri-

ode itu telah habis, maka kurikulum tak 

lagi berlaku. Kurikulum lama mulai dit-

inggalkan dan kurikulum dengan corak 

baru mulai beroperasi memenuhi kebu-

tuhan zaman yang terus dan semakin ce-

pat berubah. Nyatanya, kurikulum pen-

didikan pada masa penjajahan atau 

setelah kemerdekaan tidak dipakai lagi 

pada masa sekarang. Kalaupun 

digunakan, apakah konten yang ada pada 

kurikulum masa penjajahan relevan dan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

hari ini. Demikianlah kurikulum seperti 

hanya makanan. Berlaku ada masanya, 

dan saat masanya telah berlalu, maka ku-

rikulum tak layak lagi dikonsumsi. 

Sebuah kebiasaan yang sering 

didapati bahwa setiap pergantian kuriku-

lum acap kali terjadi gesekan antara 

pemerintah dan guru sebagai praktisi di 

lapangan yang mengerti betul segala 

belak-beluk penerapan kurikulum di ke-

las. Tidak lepas dari masalah pada ku-

rikulum terakhir. Pada awal pengimple-

mentasian kurikulum 2013 dimana-mana 

mengundang berbagai kritikan dan pe-

nolakan terutama dari guru-guru sebagai 

pihak utama yang berwenang dan ber-

tanggungjawab dalam menerapkan ku-

rikulum di lapangan. Nada sumbing yang 

lazim ditemukan mulai berdatangan sep-

erti mengapa kurikulum harus diganti 

padahal guru dan peserta didik sudah be-

tah dengan kurikulum lama, dan kenapa 

kurikulum harus diganti, membuat susah 

guru saja, serta merasa capek harus be-

radaptasi lagi dengan kurikulum baru.  

Polemik pada kurikulum 2013 intinya 

terletak pada ketidaksiapan guru dan per-

sonil sekolah dalam melaksanakan ku-

rikukum baru. Guru dan sekolah dinilai 

shock harus menerapkan kurikulum baru 

tanpa ada sosialisasi dan pelatihan dari 

pemerintah sebelumnya. Maka wajar ter-

jadi penolakan di berbagai daerah untuk 

menerapkan kurikulum yang baru saja 

dilegalkan. Pada sisi lain, pemerintah 

bisa saja beralasan bahwa sosialisasi ku-

rikulum dan pelatihan dapat dilakukan 

secara bersamaan ketika kurikulum dit-

erapkan. Pemerintah memandang bahwa 

bagaimana kurikulum baru ini cepat dil-

aksanakan tanpa bagaimana implemeta-

tor harus siap terlebih dahulu. Menyiap-
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kan implementator untuk kurikulum baru 

dinilai buang-buang waktu dan tidak 

efisien dimana sementara hal ini dapat 

dilakukan secara bersamaan. Namun, 

praktisi memandang sebaliknya, sosial-

isasi harus dilakukan sebelum kurikulum 

tersebut diterapkan sehingga guru se-

bagai tokoh utama keberhasilan 

rancangan kurikulum sudah betul-betul 

siap dengan kurikulum baru. Belum lagi, 

jika berbicara tidak ada uji coba kuriku-

lum baru dalam skala kecil terlebih dahu-

lu. 

Pada konsepnya, sosialisasi berguna 

untuk mengurangi hal-hal yang tidak 

pasti pada impelementasi nantinya, mem-

bantu implementator membangun 

koordinasi dalam bekerja, memahami 

tugas dan peran yang diampu sehingga 

dia bisa berhasil dalam pekerjaannya 

(Waldeck, 2004). Dalam konteks kuriku-

lum, sosialisasi dinilai sangat penting 

untuk memahami apa yang terjadi pada 

kurikulum sebelumnya sehingga lahir 

kurikulum baru. Pada dasarnya, sosial-

isasi bertujuan setidaknya bagaimana 

guru siap berinteraksi dalam hal ini yaitu 

dengan kurikulum baru. Sosialisasi juga 

pada prinsipnya mempunyai dampak 

yang signifikan pada performa guru da-

lam mengimplementasikan kurikulum di 

kelas (Bengston, 2014). Dalam kuriku-

lum pendidikan polisi disebutkan bahwa 

sosialisasi kurikulum yang dilakukan 

oleh keluarga terbukti memainkan peran 

yang esensial dalam mengurangi dampak 

negatif yang akan terjadi dalam pemben-

tukan jati diri polisi dalam diri anak dan 

proses pembelajaran nantinya (Machado, 

2006).  

Selain sosialisasi yang tidak dapat 

ditinggalkan, pelatihan guru juga mesti-

nya juag demikian. Pelatihan kepada 

guru-guru dapat memberi kontribusi 

terutama pada sekolah yang kurang ber-

prestasi, sekolah yang berada pada dae-

rah yang kurang berkembang, dan 

sekolah-sekolah dimana siswa butuh per-

hatian pendidikan yang lebih (Wang, 

2019). Dalam segi kompetensi guru 

ditemukan bahwa guru yang mengikuti 

pelatihan memiliki skor yang jauh lebih 

tinggi dari sisi kognitif dan afektif da-

ripada guru yang tidak menjalani pelati-

han dalam mengimplementasikan kuriku-

lum. Begitu juga dengan peserta didik 

dimana peserta didik yang gurunya 

mengikuti pelatihan mempunyai skor 

yang lebih tinggi daripada peserta didik 

yang diajarkan oleh guru yang tidak ikut 

serta dalam pelatihan (Allison, Silver-

man, & Dignam, 1990). 

Salah tuding dan menyalahkan pun 

terjadi hingga pada lembaga pemerintah. 

Polemik Kurikulum 2013, Anies 

Salahkan M Nuh merupakan headline 
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berita yang dipasang oleh oleh okezone 

dimana Anies Baswedan, Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan saat itu me-

nyesalkan dan menyindir regulasi kuriku-

lum baru yang dinilai keliru yang diambil 

pada menteri sebelumnya, Muhammad 

Nuh. Persoalan ini kian memanas sampai

-sampai polemik ini tidak hanya terjadi 

pada kalangan dasar dengan atas namun 

juga pada kalangan atas dengan atas. Se-

buah persoalan yang ditinggalkan 

pemerintahan lama yang mesti 

diselesaikan oleh pemerintahan baru.  

“Semuanya terlalu cepat. kurikulum 

2013 disusun oleh tim di akhir 2012. 

Kemudian awal 2013, diterapkan di 

3 persen jumlah sekolah di Indone-

sia. Lalu 2014, diterapkan di 218 

ribu sekolah. Telalu cepat. Menurut-

nya, Peraturan Pemerintah (PP) No-

mor 32 Pasal 94 memberi batas 

waktu selama tujuh tahun untuk 

menerapkan kurikulum baru, jelas 

Anies (Riyani, 2014) .”   

Akibatnya, kurikulum yang baru sa-

ja disahkan secara hukum harus diha-

puskan. Kompas dalam salah satu head-

line beritanya berjudul “Mulai Semester 

Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan” me-

maparkan bahwa pelaksanaan kurikulum 

2013 resmi dihentikan dan kembali pada 

kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang 

bertujuan ingin memuaskan tuntutan 

perkembangan zaman dan kebutuhan pe-

serta didik yang sudah mulai berubah ser-

ta memoles mutu pendidikan supaya 

lebih mulus harus berhenti tengah jalan 

dan kembali pada corak kurikulum lama.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Anies Baswedan menginstruksikan 

sekolah yang belum menggunakan 

Kurikulum 2013 selama tiga semes-

ter untuk kembali ke Kurikulum 

2006. Sementara itu, sekolah yang 

telah menjalankan selama tiga se-

mester diminta tetap menggunakan 

kurikulum tersebut sembari 

menunggu evaluasi dari pihak ber-

wenang. “Dengan memperhatikan 

rekomendasi tim evaluasi implemen-

tasi kurikulum, maka Kurikulum 

2013 dihentikan, ujar Anies (Putera, 

2014).”  

Ada keyakinan besar bahwa kuriku-

lum diganti bukan terjadi tanpa apa-apa. 

Selalu ada penjelasan yang jelas dan niat 

yang baik mengapa kurikulum harus ber-

ganti. Upaya pengembangan kurikulum 

merupakan upaya yang maju. Artinya ada 

beberapa kondisi pendidikan yang ingin 

diperbaiki dan ditingkatkan pada kuriku-

lum baru. Ini juga mempunyai arti ku-

rikulum baru di dalamnya terdapat ge-

brakan baru meningkatkan kualitas out-

put lulusan yang mungkin belum dil-

akukan oleh pendidikan Indonesia di-
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mana negara-nengara lain sudah 

melakukannya bertahun-tahun lalu. Da-

lam pespektif ini, Indonesia barangkali 

dipandang sudah harus dan cukup mam-

pu melakukan gebrakan itu melalui peru-

bahan kurikulum.  

Namun, titik persoalannya adalah 

pengimplementasian kurikulum tidak 

didahului dengan sosialisasi dan pelati-

han sehingga hal ini menyebabkan ku-

rikulum yang sudah dirancang dengan 

baik dan bertujuan baik tidak dilihat se-

bagai sebuah hal yang baik. Karena pada 

dasarnya perancangan, sosialisasi kuriku-

lum dan pelatihan merupakan satu paket 

yang tak bisa dipisahkan agar implemen-

tasi kurikulum dapat berjalan lancar dan 

hal-hal yang diekspekstasikan dalam ku-

rikulum baru bisa tersampaikan kepada 

peserta didik dengan optimal, efektif dan 

efisien serta tepat sasaran. Maka dari pa-

da itu, masalah sebenarnya adalah bukan 

pada kurikulum barunya saja tapi lebih 

kepada ketidaksiapan guru dan sekolah 

dalam menerapkannya yang seyogyanya 

polemik ini sudah dapat teratasi jika ada 

sosialisasi dan pelatihan serta buku ba-

han ajar. Anis Baswedan menegaskan 

sebagai berikut: 

Menurut Anies, K-13 diterapkan saat 

guru belum siap sepenuhnya. Ketid-

aksiapan guru berasal dari karut-

marutnya distribusi buku panduan 

dan tidak efektifnya pelatihan. Pa-

dahal, kata Anies, guru adalah kunci 

utama menyukseskan penerapan ku-

rikulum tersebut. Ia berpendapat, 

akan lebih baik memfokuskan pelati-

han guru sebelum benar-benar K-13 

diterapkan (Akuntono, 2014). 

Sosialisasi kurikulum dan pelatihan 

merupakan salah satu persoalan utama di 

awal kehadirna kurikulum 2013. Pada 

hakikatnya Ormar Hamalik (2008) me-

mandang ini merupakan salah satu dian-

tara dari sekian persoalan-persoalan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum, 

yaitu proses sosialisasi kurikulum tidak 

maksimal sehingga tidak mengenai sasa-

ran (guru, personel sekolah, siswa, 

orangtua siswa dan masayarakat pemakai 

tamatan dll). Akibatnya guru tidak 

mengerti betul apa substansi kurikulum 

baru dan tidak semua aparat yang well 

come terhdapa kurikulum baru bahkan 

ada yang menerima dengan sikap apatis.  

Oleh karenanya, sosialisasi kuriku-

lum benar-benar menjalankan fungsinya 

terhadap perubahan yang dibawa. Pada 

sosialisasi, guru sebagai implementator 

hendaknya memahami perubahan kuriku-

lum. Pertama, pemahaman tentang peru-

bahan yang akan dilakukan secara per-

sonal dan kelompok serta bagaimana in-

formasi dan ide baru bisa diterima dan 

diimplemtasikan di sekolah. Kedua, 
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pemahaman tentang antara kaitan peru-

bahan kurikulum dengan kontek kultur 

sekolah (Ansyar, 2015). Selain itu, hen-

daknya dalam kontek sosialisasi kuriku-

lum, perubahan yang dibawa akan lebih 

menyentuh masalah manusia jika ransan-

gan perubahan muncul dari perasaan dan 

emosi (Syafaruddin, 2008). Artinya so-

sialisasi kurikulum dinilai berhasil jika 

objek sosialisasi betul-betul merasakan 

secara emosional dan memahami pent-

ingnya perubahan yang dibawa serta 

mengerti betul dampak yang akan ditim-

bulkan jika perubahan tidak terjadi.  

Maka dari pada itu, sosialisasi se-

bagai bagian sentral dan nomor wahid 

dari langkah-langkah yang ditempuh da-

lam mengimplementasikan kebijakan 

pendidikan, antara lain diinisiasi dari so-

sialisasi kebijakan, penerapan kebijakan 

tanpa sanksi, penerapan kebijakan 

dengan sanksi dan terakhir evaluasi ke-

bijakan (Hasbullah, 2015). 

Permendikbud nomor 160 tahun 

2014 tentang pemberlakuan kembali ku-

rikulum 2006 dan sikap pemerintah ada-

lah langkah yang diambil terhadap perso-

alan kurikulum 2013. Melalui regulasi 

ini, Indonesia menggunakan dua macam 

kurikulum pada waktu yang bersamaan. 

Sementara sekolah yang dinilai belum 

siap melaksanakan kurikulum 2013, tid-

ak dipaksa menerapkan kurikulum 2013 

dan dapat kembali ke kurikulum 2006 

sambil mempersiapkan diri untuk 

menggunakan kurikulum 2013. Se-

dangkan sekolah yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 selama tiga semester 

tetap menggunakan kurikulum 2013 

(Rusman, 2015). Pemberlakukan ke-

bijakan ini diatur dalam petunjuk teknis 

yang rapi dan hati-hati sehingga tidak 

menimbulkan polemik baru atau setid-

aknya dapat meredam gejolak yang ada. 

Sementara itu, gerakan sosialisasi ku-

rikulum dan pelatihan terus digenjot oleh 

pemerintah agar penerapan kurikulum 

2013 dapat berjalan maksimal.  

Sungguhpun demikian, keputusan 

ini diambil pemerintah untuk menangani 

polemik yang ada juga tidak lepas dari 

pro kontra. Pemerintah dianggap tidak 

konsisten, bertele-tele dan bermain-main 

dalam mengambil keputusan besar seper-

ti ini. Pemerintah tidak tahu imbas 

bagaimana sulit dan runyamnya bagi im-

plementator di lapangan akibat regulasi 

yang tidak matang dan berubah-ubah 

sesuai selera penguasa. Pertikaian antara 

regulator yang memerintah di masa yang 

berbeda merugikan dan menyusahkan 

orang-orang yang lansung melakoni reg-

ulasi di lapangan. Menyusahkan jika ber-

manfaat bagi perbaikan pendidikan, tentu 

tidak apa. Akan tetapi sebaliknya, me-

nyusahkan akibat hal-hal yang sia-sia 
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dan imbas dari keputusan yang keliru 

dan perselisihan serta ego penguasa yang 

berbeda di dua masa tentu ini benar-

benar membuang-buang waktu dan ener-

gi. 

Dalam perjalanannya, pemerintah 

melakukan evaluasi terhadap kurikulum 

2013 yang menimbulkan kegerahan di 

tangan praktisi dan implementator. Mu-

hammad Nuh, Menteri sebelumnya 

menggarisbawahi tidak ada yang salah 

dengan konten kurikulum 2013, akan 

tetapi masalah sebenarnya barangkali 

pada hal yang teknis.  Carut marut ke-

hadiran kurikulum 2013 berlanjut pada 

penanganan selanjutnya yaitu dengan 

menerbitkan regulasi revisi kurkulum 

2013. Revisi ini merupakan jawaban dari 

banyaknya komplain dari berbagai prak-

tisi pendidikan pada kurikulum 2013. 

Ruslan dkk (2016) mengungkapkan 

dalam penelitiannya antara lain pertama, 

kendala yang dialami oleh guru-guru di 

SD Kabupaten Pidie adalah banyaknya 

aspek yang harus dinilai dalam penilaian 

Kurikulum 2013. Kedua, penilaian dil-

akukan bersamaan dengan proses pem-

belajaran, sehingga membuat proses 

belajar mengajar menjadi kurang efektif. 

Ketiga, guru merasa terbebani karena 

harus menjumlahkan setiap nilai yang 

diperoleh siswa secara keseluruhan lalu 

mendeskripsikan nilai yang didapat ter-

sebut per mata pelajaran. Dengan 

demikian, salah satu diantara keluan guru 

di lapangan dengan kehadiran kurikulum 

2013 adalah penilaian yang sangat mem-

beratkan dan rumit.  

Mohammad Ansyar (2015) men-

jelaskan bahwa banyak hal yang menjadi 

penyebab penolakan kurikulum baru oleh 

guru, antara lain keharusan guru mening-

katkan basis pengetahuan sebagai tamba-

han kerja tanpa insentif, perubahan ku-

rikulum tanpa tambahan waktu dan fi-

nansial, materi, dana, peralatan, alat ban-

tu belajar, dan metode baru tanpa di-

tunjang dana dan latihan pelaksanaan 

kurikulum baru dan kecepatan perubahan 

yang menimbulkan dugaan jika inovasi 

lain muncul sehingga membuat usaha 

perbaikan yang telag dilakukan see-

lumnya menjadi sia-sia dan terakhir kek-

hawatiran bahwa perubahan hanya ber-

tahan sebentar. 

Maka artikel ini mengulas bagaima-

na respon guru terhadap produk revisi 

kurikulum 2013 sebagai pihak yang pal-

ing dekat dan bersetuhan lansung dengan 

realitas praktik pendidikan sehari-hari. 

Selain itu, juga sosok yang paling 

mengenal problema penerapan kuriku-

lum di lapangan. Karena sejatinya guru 

mesti menyadari betul bahwa kurikulum 

baru yang diterapkan di kelas benar-

benar sebuah terobosan kreatif dan 
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dirasakan penting serta tepat untuk di-

ajarkan kepada peserta didik. Bilamana 

guru tetap bersikukuh dengan persepsi 

sendiri bahwa kurikulum baru tak 

ubahnya sama dengan kurikulum lama 

atau hanya menambah beban kerja guru 

yang sudah banyak maka tanpa disadari 

kurikulum baru tidak akan memberi ban-

yak manfaat pada peserta didik. Karena 

jika guru merespon kurikulum baru 

bukanlah kebutuhan yang penting yang 

harus dikuasai peserta didik, bagaimana 

pembelajaran akan membuat peserta 

didik berkembang kompetensi seperti 

yang diharapkan oleh kurikulm baru. 

Maka respon kepuasan guru ter-

hadap kurikulum menjadi penting karena 

jika kurikulum baru masih menjadi 

polemik pribadi dalam diri guru dan guru 

tidak respect terhadap pembaharuan ku-

rikulum maka seberapapun penting sub-

stansi yang terkandung dalam kurikulum 

baru tidak akan tersampaikan optimal 

kepada peserta didik. Dengan demikian, 

artikel ni ingin menyuguhkan seperti apa 

umpan balik guru terhadap revisi kuriku-

lum 2013 yang memuat keluhan, ma-

sukan, respon guru saat kurikulum 2013 

diterapkan di lapangan. Karena apa yang 

dianggap bagus oleh pemerintah untuk 

diimplementasikan, boleh jadi kurang 

tepat untuk diterapkan melihat dari sudut 

pandang konteks dan kondisi lapangan. 

B. METODE PENELITIAN 

Artikel ini disusun dengan 

menggunakan metote kuantitatif dengan 

menyebarkan angket kepada korespond-

en. Angket diisi oleh guru yang sudah 

menerapkan revisi kurikulum 2013 di 

kelas. Angket dibagikan kepada masing-

masing guru mata pelajaran di salah satu 

jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota 

Bandung. Setelah angket dibagikan dan 

dikembalikan kepada peneliti, angket 

kemudian diolah dan diinterpretasikan 

serta dibahas sesuai dengan kajian teori 

yang mendukung. Pada tahap akhir, hasil 

penelitian yang sudah dibahas ditarik 

menjadi beberapa butir kesimpulan untuk 

mendapatkan gambaran umum dari 

artikel yang ditulis. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cara pemerintah bekerja dan 

melihat suatu regulasi dengan praktisi di 

lapangan kerap menampakkan jurang 

perbedaan yang lebar. Tidak sedikit kon-

flik yang terjadi dan ini dinilai lumrah 

karena sulit untuk menyamakan persepsi 

bagaimana cara melakukan sesuatu wa-

lau tujuan yang akan dituju sama. Namun 

demikian, sebuah kebijakan yang mem-

iliki sifat alami memaksa harus memper-

timbangkan kondisi dimana kebijakan itu 

diberlakukan terutama orang-orang yang 

akan terlibat lansung dalam penerapan 

kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan 
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yang dibuat dapat tepat sasaran dan ter-

laksana dengan optimal. Penolakan 

merupakan hal yang biasa dalam sebuah 

kebijakan baru namun bagaimana ke-

bijakan bisa diterima dengan baik adalah 

tantangan yang harus diselesaikan. Maka 

kebijakan haruslah berdasarkan pada 

kebutuhan global dan masyarakat dan 

lebih penting lagi, pihak yang terjun 

lansung penerapan kebijakan harus 

menyadari dan memahami apa yang di-

maksudkan oleh pemerintah melalaui 

kebijakan tersebut. Sebaliknya, 

pemerintah harus memahami juga tan-

tangan yang dihadapi implementator da-

lam menyusun teknis penerapan ke-

bijakan sehingga bisa menyusun pe-

doman teknis yang sederhana dan tidak 

memberatkan namun substansi kehadiran 

kebijakan tersebut tetap dapat dicapai 

dengan maksimal. Kesamaan persepsi 

dan saling memahami antara regulator 

dan impelementator yang menjadi kunci 

keberhasilan penerapan regulasi di lapan-

gan. Implementator paham apa yang reg-

ulator mau dan regulator paham kondisi 

serta rintangan yang akan implementator 

lakukan ketika regulasi tersebut dibuat 

dan dilaksanakan.  

Nanang Fattah (2014) menyebutkan 

bahwa usulan gagasan kebijakan harus 

diuji berdasarkan pertimbangan apakah 

gagasan tersebut benar-benar dapat di-

jabarkan menjadi kegiatan yang lebih 

operasional dalam suatau sistem mana-

jemen. Jika jabaran operasional mem-

nungkinkan, maka pertanyaan yang akan 

timbul apakah pelaksanaan kebijakan 

tersebut didukung oleh sumber-sumber 

yang tersedia. Suatu gagasan kebijakan 

yang muncul sering memiliki sifat terlalu 

ideal dan sulit dijaarkan menjadi 

kegiatan-kegiatan yang operasional yang 

dapat didukung oleh tenaga, fasilitas, dan 

waktu yang tersedia di dalam suatu 

pengelolaan. Gagasan seperti ini secara 

operasional tidak dapat diterapkan. Pihak

-pihak yang secara potensial dapat me-

nolak atau menerima pertimbangan ini 

adalah para pengelola, para pelaksana 

dan lain-lainnya. Maka atas dasar ini, 

wajar saja jika kehadiran kurikulum 2013 

banyak mengalami penolakan dimana 

secara analisis administratif mengalami 

masalah, seperti tidak ada sosialisasi ku-

rikulum, pelatihan, buku bahan ajar yang 

bermasalah, banyak sekolah yang tidak 

siap termasuk dari segi fasilitas, dan se-

bagainya. 

Menanggapi permasalahan ini, 

pemerintah melakukan evaluasi terhadap 

kurikulum 2013 dan bentuk evaluasi ter-

sebut tertuang dalam regulasi revisi ku-

rikulum 2013. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa 

terdapat empat pokok permasalahan ku-
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rikulum 2013, yaitu Pertama, kompleksi-

tas pembelajaran dan penilaian pada si-

kap spiritual dan sosial. Kedua, ketid-

akselarasan antara KI-KD dengan silabus 

dan buku. Ketiga, penerapan proses ber-

pikir 5 M sebagai media pembelajaran 

yang bersifat procedural dan mekanistik. 

Keempat, pembatasan kemampuan siswa 

melalui pemenggalan taksonomi proses 

berpikir antar jenjang. Beranjak dari ru-

musan empat persoalan ini maka lahir 

empat pula solusi yang ditawarkan guna 

memperbaiki rancangan kurikulum 2013 

yang ketika sudah diujikan di lapangan 

dinilai keliru dan mengundang respon 

negatif publik. Pertama, penataan kom-

petensi sikap spiritual dan sosial pada 

semua mata pelajaran. Kedua, koherensi 

KI-KD  dan penyelarasan dokumen. Ke-

tiga, pemberian ruang kreatif kepada 

guru dalam mengimplementasikan ku-

rikulum. Keempat, penataan kompetensi 

yang tidak dibatasi oleh pemenggalan 

taksonomi proses berpikir (Kemdikbud, 

2016). 

Untuk mendapatkan infromasi sep-

erti apa respon di lapangan maka dil-

akukan peneltian mengenai tingkat 

kepuasan guru dalam menerapkan revisi 

kurikulum 2013. Hasilnya menyebutkan 

bahwa 90,85 % guru merasa puas dan 

setuju mengimplementasikan revisi ku-

rikulum 2013. Tidak terlihat lagi pe-

nolakan seperti yang terjadi di awal 

kemunculan kurikulum 2013. Hal ini me-

nandakan bahwa guru merasa nyaman 

dengan revisi kurikulum 2013 yang diir-

ingi dengan sosialiasi dan pelatihan ku-

rikulum di berbagai daerah. Penolakan 

secara perlahan-lahan berkurang dan 

penerimaan bahwa substansi yang diba-

wa oleh revisi kurikulum 2013 mulai 

disadari sebagai hal yang harus dikuasai 

peserta didik untuk zaman sekarang dan 

persiapan kompetensi masa depan. Se-

bagai pihak yang paling berpengaruh di 

kelas, guru melihat tantangan apa yang 

berada yang ada di depan. Yunus Abidin 

(Abidin, 2014)  menyebutkan guru dalam 

upaya impelementasi kurikulum 2013 

harus mengajar agar siswa mampu men-

gontruksi makna, membentuk kemampan 

berpikir tingkat tinggi, melaksanakan 

model pembelajaran aktif berbasis proses 

saintifik dan dalam kondisi globalisasi 

pendidikan guru juga harus mampu 

mengajar dalm situasi masyarakat yang 

multikultur. 

1. Tingkat Kepuasan Guru terhadap 

Penataan Kompetensi Sikap 

Spiritual dan Sosial 

“Bagaimana kita (guru) 

mampu mengajarkan dengan 

baik spiritual anak padahal kita 

sebagai guru mata pelajaran 

umum tidak menguasai baik ilmu
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-ilmu keagamaan,” merupakan 

ungkapan sejumlah guru me-

nanggapi kebijakan kurikulum 

2013 yang mesti mereka jalan-

kan. Keterbatasan informasi 

mengenai barang baru akibat 

minim sosialisasi dan pelatihan 

mengakibatkan guru ke-

bingungan bagaimana seha-

rusnya menerapkan. Banyak per-

sepsi yang beragam terhadap im-

plementasi kurikulum baru. 

Bukan hanya sampai disitu, 

keterbatasan kompetensi guru 

menjadi masalah yang barangkali 

luput dari pertimbanan regulator. 

Kurikulum 2013 di awal 

secara jelas meminta masing-

masing guru mata pelajaran pada 

semua jenjang terintegrasinya KI 

1 (sikap spiritual) dan KI 2 

(sikap sosial) pada setiap mata 

pelajaran sehingga setiap mata 

pelajaran umum (selain agama 

dan Pkn) tidak hanya bermuatan 

kognitif (pengetahuan) dan ket-

erampilan semata. Dengan kata 

lain, masing-masing guru mata 

pelajaran tanpa terkecuali wajib 

mengajarkan bagaimana peserta 

didik mempunyai kompetensi 

spiritual, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan (Rusman, 2015). 

Bukanlah masalah yang berarti 

bagi guru PKn, dan pendidikan 

agama karena menguasai materi 

untuk membentuk kompetensi 

spiritual dan sosial sementara 

guru maa pelajaran umum men-

galami kendala membentuk kom-

petensi terutama spiritual semen-

tara yang konten yang dikuasai 

untuk diajarkan misalkan fisika 

yang artinya cuma bisa 

mengantarkan peserta didik un-

tuk menguasai kompetensi kog-

nitif dan keterampilan. 

Selain itu, guru juga men-

galami kebingungan tentang 

bagaimana cara mengkorelasikan 

antara mata pelajaran umum 

yang diajarkannya dengan KI 1 

dan KI 2. Sedangkan untuk 

mengajarkan KI 3 dan KI 4 saja 

sudah susah dan butuh waktu 

yang lama apalagi ditambah juga 

untuk mengajarkan KI 1 dan KI 

2. Lebih lanjut, sangat 

terbatasnya literatur khusus yang 

mengkaji tentang korelasi antara 

KI 3 dan KI 4 dengan KI 1 dan 

KI 2 pada setiap mata pelajaran 

umum sehingga wajar saja guru 

mengalami kebingungan. Dit-

ambah lagi, belum ada pelatihan 

tertentu untuk guru dari 
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pemerintah sebagai bekal bagi 

guru untuk mengajarkann empat 

kompetensi inti ini terutama ko-

relasinya antara antara KI 3 dan 

KI 4 dengan KI 1 dan KI 2 pada 

mata pelajaran umum. 

Lebih lanjut, Heri Retnawati 

(2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan Kurikulum2013 

menuntut guru untuk dapat 

mengamati K1, K2, K3, dan K4, 

kemudian menyimpulkannya da-

lam suatu nilai. Permasalahan 

pada umumnya menyangkut sis-

tem penilaian K1 dan K2. Ku-

rikulum 2013 mengarahkan guru 

agar melakukan penilaian 

menggunakan teknik observasi, 

penilaian diri atau penilaian 

antarteman. Masalah pertama 

ada pada proses pemilihan in-

strumen yang tepat untuk men-

gukur K1 dan K2. Ketepatan 

pemilihan merujuk pada kefek-

tifan, keefisienan dan objektifitas 

sistem penilaian. Menurut re-

sponden, banyak guru di sekolah 

yang masih belum memahami 

sistem penilaian sikap yang baik 

dan benar. Masalah lain ada pada 

proses penyusunan instrumen 

penilaian. Guru masih kesulitan 

dalam mengembangkan instru-

men penilaian sikap. Masalah 

pertama adalah kesulitan dalam 

menentukan indikator sikap yang 

akan dikur. 

Guru harus memperhatikan 

indikator sikap dengan materi 

pembelajaran dan rancangan 

proses pembelajaran. Jika guru 

tidak jeli, maka dimungkinkan 

indikator yang dipilih sulit untuk 

diukur dalam proses pembelaja-

ran. Masalah kedua adalah pen-

jabaran tiap indikator sehingga 

menjadi butir instrumen yang 

dapat diamati dan diukur. Proses 

penjabaran dimulai dengan mem-

buat defini operasional sikap 

yang akan diukur dari berbagai 

teori. Definisi operasional 

kemudian dikembangkan men-

jadi berbagai butir muatan. Seba-

gian besar guru masih belum ter-

biasa dalam melakukan penyusu-

nan instrumen penilaian sikap. 

Bahkan, beberapa informan 

menyatakan masih ragu dengan 

validitas instrumen yang 

digunakan dalam proses 

penilaian sikap. 

Maka dalam revisi kurikulum 

2013 penilaian kompetensi sikap 

sosial dan spiritual tidak lagi 

diberikan secara intrakurikuler 
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pada semua mata pelajaran. Guru 

matematika atau guru fisika, 

misalnya, dulunya diwajibkan 

untuk mengajarkan dan menilai 

kemampuan siswa dalam 

kegiatan berdoa. Hasil pembela-

jaran berdoa ini kemudian di-

masukkan dalam penilaian rapor. 

Kini, dengan penataan ulang ter-

hadap pembelajaran dan 

penilaian sikap sosial sikap dan 

spiritual, guru matematika tetap 

dapat mengajarkan siswanya 

berdoa, tapi tidak lagi memasuk-

kan penilaian tersebut di dalam 

laporan hasil belajar siswa 

(Kemdikbud, 2016).  

Pada kondisi ini, 78,27 % 

guru dinilai puas terhadap pena-

taan kompetensi sikap spiritual 

dan sosial. Guru apalagi guru 

mata pelajaran umum tidak lagi 

dibebankan dengan keharusan 

mengajar dan kerumitan menilai 

KI 1 dan KI 2. Walau secara 

moral guru tidak bisa melepas-

kan diri mengajarkan KI 1 dan 

KI 2 namun guru memandang 

bisa lebih fokus dalam mengajar 

aspek kognitif dan keterampilan 

karena tidak dituntut dengan 

penialain KI 1 dan KI 2 yang ab-

strak dan rumit. Karena sangat 

didasari untuk mengajarkan KI 3 

dan KI 4 saja dalam beberapa 

kasus peserta didik dan kondisi 

tertentu sangat sulit apalagi da-

lam mata pelajaran fisika dan 

matematika sehingga guru tidak 

mau waktu habis terbuang 

menilai KI 1 dan KI 2 yang ru-

mit.  

No Pernyataan 

1 

Guru tidak terbebani dengan revisi kurikulum 2013 bahwasanya tidak 
semua guru bidang mata pelaran harus menilai sikap spiritual dan sosial 
peserta didik. 

2 
Guru mengalami kesulitan saat kurikulum 2013 yang belum direvisi dimana 
menghendaki semua guru harus menilai sikap spiritual dan sosial peserta didik. 

  
3 

Meskipun tidak semua guru mata pelajaran diwajibkan menilai sikap spiritual 
peserta didik, guru tetap diwajibkan mendidik sikap spiritual dan sosial. 

4 
Guru menegur peserta didik yang bersikap bertentangan dengan norma 
dan pendidikan karakter. 

5 
Guru memberi nasehat kepada peserta didik agar berperilaku 
mulia. 

6 Guru memberi contoh teladan yang mulia kepada peserta didik 

Tabel 1. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penataan Kompetensi Sikap Spiritual 

dan Sosial 
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Mayoritas guru menyatakan 

setuju dengan item-item pern-

yataan pada tabel 1 tentang pena-

taan kembali kompetensi sikap 

spiritual dan sosial. Padahal pada 

tahun 2014, awal-awal kurikulum 

2013 mulai masuk sekolah 

menurut hasil penelitian Haryana 

dkk (2015) menyebutkan bahwa 

88% responden menyatakan 

kewalahan dalam melakukan 

penilaian otentik tersebut. Mere-

ka menyatakan belum begitu 

faham dalam menyusun instru-

men penilaian dan pelaksanaan 

penilaiannya. Mereka menya-

takan kewalahan karena belum 

terbiasa dan belum memiliki in-

strumen penilaian yang akan 

dipakai. Responden merasakan 

cukup berat untuk melakukan 

penilaian semua aspek (spiritual, 

sosial, pengetahuan dan ket-

erampilan). responden mengeluh-

kan tentang waktu dan tenaga 

yang harus dikerahkan. Selain 

kerumitan menilai sikap, sebuah 

penelitian menyebutkan bahwa 

guru dinilai kurang menerima 

pelatihan tentang bagaimana cara 

mengumpulkan data, 

mendeskripsikan dan 

menganalisis data perkembangan 

perilaku siswa (Conley, Everett, 

& Pinkelman, 2019). Penelitian 

lainnya juga mengungkapkan 

bahwa perilaku siswa menjadi 

permasalahan dan perhatian uta-

ma di sekolah akan tetapi 65 % 

tidak atau kurang mendapatkan 

pelatihan tentang menilai 

perkembanan sikap siswa (Wills, 

Caldarella, Mason, Lappin, & 

Anderson, 2019). 

Terlepas dari polemik ten-

tang kerumitan setiap guru mapel 

harus menilai sikap spiritual dan 

sosial peserta didik akan tetapi 

untuk menilai sesuatu yang ab-

strak seperti sikap spritual dan 

sosial dibutuhkan cara yang tepat 

dan tidak sederhana. Ada bebera-

pa cara yang dapat digunakan 

antara lain penilaian diri sendiri 

(self report measures), penilaian 

dari teman (report by peers), 

penilaian dari guru yang 

mengamati. Penilaian ini dil-

akukan dengan membuat tabel 

check list dimana di dalamnya 

terdapat beberapa indikator yang 

dapat mengukur kompetensi so-

sial. Selain itu juga merumuskan 

tujuan kompetensi sosial dalam 

dua jangka waktu yakni jangka 

pendek dan jangka panjang 
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(Gambrill & Richey, 1986). Cara 

lain yang dapat digunakan adalah 

menggunakan metode direct be-

havior rating (Christ, Tillman, & 

Chafouleas, 2009). Metode yang 

didasarkan untuk mengevaluasi 

perilaku siswa dengan cara ob-

servasi lansung dan penggunaan 

rating. Ilustrasi rating dalam 

menilai sikap tergambar pada 

gambar di bawah berikut:  

Gambar 1. Ilustrasi Penggunaan Metode Direct Behavior Rating dalam Menilai Sikap 

Peserta Didik 

Pemakaian penilaian formatif 

seperti direct behavior rating 

dapat dilakukan dalam menen-

tukan ke depannya treatment  apa 

yang cocok. Penilaian sikap 

siswa dengan yang tepat dan hasil 

yang valid sangat menentukan 

langkah atau respon apa yang 

akan diambil dalam membentuk 

sikap siswa menjadi lebih baik 

(Sims, Riley-tillman, & Cohen, 

2017). Jenis skala rating yang 

dapat dipakai dalam melakukan 

penilaian sikap antara lain 1 = 

sangat jarang, 2 = jarang, 3 = ka-

dang-kadang dan 4 = sering. 

Selain itu dalam mengevaluasi 

sikap juga dapat dipakai skala, 1 

= sangat tidak cocok, 2 = tidak 

cocok, 3 = netral, 4 = cocok dan 

5 = sangat cocok (Landrum, 

2015). 

Pandangan lain mengemuka-

kan bahwa untuk melihat apakah 

terjadi perubahan sikap peserta 

didik maka secara garis besar 

mesti dilakukan dua hal antara 

lain menilai sikap sebelum dan 

setelah diberi perlakuan. Dalam 

hal ini, beberapa pertanyaan un-

tuk menilai perilaku diberikan 

dan hasilnya disajikan dalam ben-

tuk rating. Sehingga terlihat jelas 

sikap peserta didik mana yang 
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belum berubah atau sudah secara 

signifikan (Worcester, Dunlap, 

Murray, & Bradley-klug, 2002). 

Gambar 2. Penggunaan Pre dan Post Intervention dalam Menilai Sikap 

Pendapat lain mengungkap-

kan bahwa untuk mengevaluasi 

perilaku peserta didik dapat dil-

akukan dengan cara behavioral 

perceptions. Terdapat beberapa 

item-item pernyataan yang 

menggunakan skala likert tentang 

persepsi guru, siswa sendiri, staff 

sekolah dan orangtua terhadap 

perubahan perilaku siswa. Selan-

jutnya, dibuat skala 1-5, dan rata-

rata tertinggi menunjukkan sikap 

positif yang makin baik (Skaggs, 

2006). Namun apapun cara 

menilai sikap yang dipakai, 

apakah itu feedback dari siswa, 

penilaian dari siswa lain atau 

guru, refleksi diri sendiri, 

penilaian secara kualitatif ataupun 

kuantitatif, yang paling penting 

adalah bagaimana hasil penilaian 

sikap siswa tersebut dapat mem-

bantu guru dalam membawa peru-

bahan yang bermakna dalam pe-

rubahan perilaku siswa (Stigall & 

Blincoe, 2015). 

2. Tingkat Kepuasan Guru terhadap 

Koherensi Kompetensi Inti-

Kompetensi Dasar (KI-KD) 

Pada evaluasi yang dilakukan 

Kemdikbud ditemukan bahwa 

adanya pemahaman yang kurang 

tepat oleh masyarakat yang 

disebabkan oleh format penyajian 

dan nomenklatur dalam Kuriku-

lum 2013, diantaranya Kompe-

tensi Dasar (KD) pada Kompe-

tensi Inti (KI) yang dianggap ku-

rang logis dikaitkan dengan 

karakteristik mata pelajaran. 

Selain itu juga ditemukan indi-

kasi adanya inkonsistensi antara 
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Kompetensi Dasar (KD) dengan 

silabus dan buku teks 

(Kemdikbud, 2016). Maka 

pemerintah melakukan usaha ko-

herensi kompetensi inti-

kompetensi dasar. Hasilnya 

menunjukkan bahwa guru se-

bagai pemakai produk hasil usaha 

pemerintah ini menyatakan 94,29 

% puas dengan upaya perbaikan 

yang dilakukan pemerintah ini. 

Selain itu, dalam konteks ini 

guru harus mengajarkan dan 

menilai serta membuat instrumen 

pengukuran semua KI-KD. Sum-

ber lain mengatakan bahwa Mes-

ki pembelajaran sudah dil-

aksanakan namun belum terbit 

format RPP dan penilaian Ku-

rikulum 2013. Belum ada petun-

juk yang jelas tentang keduanya. 

Guru di SD Muhammadiyah 11 

Semarang belum mendapat mate-

ri secara menyeluruh. Hal ini 

membuat guru kesulitan dalam 

memahami perencanaan dan 

penilaian sesuai kurikulum 2013. 

Guru tidak membuat RPP sebe-

lum melaksanakan pembelajaran 

(Melati dkk, 2016).  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Kustijono (2014) dapat 

diketahui bahwa secara umum 

para guru belum sepenuhnya me-

mahami penyusunan RPP yang 

sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Penyusunan yang belum dipa-

hami tersebut diantaranya: (1) 

Bahwa sumber belajar dapat dari 

buku teks pelajaran, internet, 

lingkungan alam dan sosial; (2) 

bahwa media pembelajaran dapat 

bervariasi (baik sederhana mau-

pun canggih/multimedia); (3) 

bahwa media harus sesuai dengan 

materi pembelajaran dan 

menggunakan pendekatan pem-

belajaran saintifik; (4) bahwa 

kegiatan pembelajara mencakup 

kegiatan-kegiatan pembelajaran 

pada tahapan-tahapan metode 

saintifik pada inti pembelajaran; 

(5) bahwa kegiatan penutup pem-

belajaran mencakup kegiatan 

pengayaan dan/atau remidi; (6) 

bahwa penilaian harus sesuai 

dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik; (7) bahwa 

poenilaian harus sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi; 

(8) bahwa penilaian harus 

dilengkapi dengan pedoman 

penskoran. Kenyataan tersebut 

dapat dimaklumi karena para 

guru sebagian besar belum me-

mahami prinsip-prinsip pembela-
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jaran dan penilaian yang sesuai 

dengan kurikulum 2013. Ber-

dasarkan wawancara yang telah 

dilakukan, selama ini para guru 

dalam menyusun RPP lebih ser-

ing mengcopy saja contoh-contoh 

RPP yang ada dan kurang be-

rusaha menyesuaikannya dengan 

situasi dan kondisi sekolah mas-

ing-masing. Seiring berjalannya 

waktu, sosialisasi kurikulum dan 

pelatihan terus dioptimalkan se-

hingga rata-rata mayoritas guru 

memahami apa target yang harus 

diajarkan, berkesinambungan an-

tar masing-masing komponen 

silabus dan RPP sehingga mem-

buat guru mulai menerima pent-

ingnya kehadiran kurikulum 2013 

bagi peserta didik. 

No Pernyataan 

B. 
Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Koherensi Kompetensi Inti-Kompetensi 
Dasar(KI-KD) 

1 
Guru menilai antara kompetensi inti 1 (KI 1) berupa sikap spiritual dan 
sosial dan kompetensi dasar (KD) sudah logis 

2 
Implementasi revisi kurikulum 2013, guru tidak terbebani lagi membuat 
indikator penilaian sikap spiritual dan sosial 

3 
Implementasi revisi kurikulum 2013 dinilai sangat membantu guru dalam 
perencanaan pembelajaran karena KI dan KD sudah disusun pemerintah. 

4 
Guru menilai revisi kurikulum 2013 dinilai memuaskan karena penyajian 
silabus yang lebih efisien dimana dari sebelumnya yang lebih dari 100 
halaman menjadi 20 halaman per mata pelajaran. 

5 
Guru merasa terbantu dengan terbitnya revisi kurikulum 2013, karena sila-
bus tidak lagi bersifat mutlak sehingga yang wajib dipenuhi adalah kom-
petensi dasar yang harus dipenuhi peserta didik. 

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Koherensi Kompetensi Inti-Kompetensi 

Dasar 

Dapat dikatakan mayoritas 

guru merasa puas dengan upaya 

koherensi KI-KD ini. Karena ha-

rus disadari bahwa keselarasan 

KI-KD yang merupakan kompo-

nen silabus dan RPP menjadi hal 

yang urgen untuk diperbaiki kare-

na ketidakjelasan hubungan KI-

KD akan membuat pembelajaran 

yang diakomodasi menjadi 

bingung dan begitu juga peserta 

didik. Ini dapat berimbas pada 

pelaksanaan evaluasi dan kualitas 

hasil evaluasi peserta didik. Bila-

DOI:https://doi.org/10.17509/e.v18i3.17286



335  Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Kurikulum 2013 

No. SK Akreditasi Ristekdikti : 34/E/KPT/2018 

mana KI-KD tidak sejalan maka 

guru akan hilang arah dalam 

mengajar karena yang diminta KI 

seperti ini sedangkan jabaran KD 

untuk mencapai KI tidak menc-

erminkan rumusan KI. Maka KI-

KD yang sudah relevan memung-

kinkan guru bisa dengan yakin 

memilih pendekatan atau metode 

pembelajaran yang mendukung 

serta menyusun instrumen 

penelitian yang mampu men-

gevaluasi pencapaian peserta 

didik terhadap KI-KD. Bagaima-

na jika KI-KD tidak selaras, 

maka apakah evaluasi dapat men-

jalankan tugas evaluasi dengan 

semestinya. Lalu, jika guru tidak 

dibekali pemahaman membuat 

silabus dan RPP yang benar 

sesuai dengan semangat kuriku-

lum 2013, maka apakah pembela-

jaran dapat berjalan seperti seha-

rusnya. 

3. Tingkat Kepuasan Guru terhadap 

Pemberian Ruang Kreatifitas da-

lam Mengimplementasikan Ku-

rikulum 

Hal lain yang menjadi perbai-

kan dalam kurikulum 2013 ada-

lah pemberian ruang kreatifitas 

dalam mengimplementasikan ku-

rikulum bagu guru di kelasnya. 

Metode pembelajaran menjadi 

salah satu hal yang menjadi per-

hatian dalam perbaikan Kuriku-

lum 2013. Sebagian guru 

menganggap metode pembelaja-

ran dengan proses berpikir 5M 

(mengamati, menanya, mengum-

pulkan informasi atau mencoba, 

mengasosiasi, mengomunikasi-

kan) bersifat prosedural dan 

mekanistik sehingga mem-

belenggu ruang kreatif. Selama 

ini mereka memandang metode 

tersebut sebagai satu-satunya 

pendekatan dalam pembelajaran 

di semua mata pelajaran. Maka 

dalam revisi kurikulum 2013 

dinyatakan bahwa guru diberi 

ruang kreatif yang membuat guru 

memiliki otonomi dalam proses 

pembelajaran sehingga men-

dorong pembelajaran yang aktif. 

Perbaikan itu juga menekankan 

bahwa pendekatan saintifik 

bukan satu-satunya pendekatan 

dalam pembelajaran 

(Kemdikbud, 2016).  

DOI:https://doi.org/10.17509/e.v18i3.17286



336  Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Kurikulum 2013 

No. SK Akreditasi Ristekdikti : 34/E/KPT/2018 

 

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Pemberian Ruang Kreatifitas dalam 

Mengimplementasikan Kurikulum 

No Pernyataan 

C. 
Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Pemberian Ruang Kreatifitas da-
lam Mengimplementasikan Kurikulum  

1 

Revisi kurikulum 2013, guru tidak merasa terbelenggu lagi seperti 
sebelum direvisi bahwsanya guru tidak leluasa dalam 
mengkolaborasikan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan 
mata pelajaran dan karakteristik peserta didik masing-masing 

2 

Revisi kurikulum 2013, guru tidak merasa terbelenggu lagi karena 
guru bebas mengembangkan dan menyusun silabus sendiri sesuai 
dengan kebutuhan dan koteks yang relevan bagi proses pembelaja-
ran peserta didik. 

3 

Revisi kurikulum 2013, guru merasa diberi kebebasan dalam 
menggunakan pendekatan-pendekakatan pembelajaran yang sesuai 
karakteristik mata pelajaran, kompetensi, dan kondisi daerah 
sekolah masing-masing. 

Dapat dikaakan 100 % guru-

guru mata pelajaran pada salah 

satu sekolah yang telah menjalan-

kan revisi kurikulum 2013 puas 

dan setuju ada kebijakan bahwa 

guru diberi ruang untuk berkreasi 

menggunakan metode, pendeka-

tan pembelajaran di kelas. Angka 

ini menggambarkan bahwa guru 

mempunyai kehendak untuk ber-

improvisasi dan berkreasi sesuai 

dengan suasana kelas dan 

psikologis peserta didik. Guru 

mempunyai keiginan besar untuk 

tidak mau diatur sedemikian rupa 

pada hal teknis di lapangan kare-

na menghambar ruang gerak guru 

dalam berkreasi. Karena mesti 

disadari bahwa kondisi kelas di 

bergaia tempat dan daerah di In-

donesia adalah hal yang sangat 

dinamis, tidak seideal yang 

dipikirkan regulator sehingga tid-

ak bisa dipaksakan satu metode 

atau pendekatan pada konten 

pembelajaran tertentu. Hal ini 

tidak berarti pendekatan saintifik, 

metode problem solving based 

learning dan lainnya yang sangat 

direkomendasikan tidak diterap-

kan. Beberapa pendekatan dan 

metode yang menjadi ciri khas 

kurikulum 2013 adalah peru-

bahan besar yang dijalankan demi 

perbaikan mutu pembelajaran dan 

output pendidikan namun bukan-
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lah metode yang mutlak dan satu-

satunya yang dipersepsikan bagi 

sebagian guru menghambat 

otonomi dan kreatifitas guru da-

lam mengajar. 

Penelitian yang dilakukan 

Bintari dkk (2014) menyebutkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Indonesia berdasarkan 

pendekatan saintifik sesuai Ku-

rikulum 2013 di kelas VII SMP 

Negeri 2 Amlapura menunjukkan 

bahwa langkah-langkah kegiatan 

dalam pendekatan saintifik yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengomu-

nikasikan tampak dalam kegiatan 

pembelajaran dan terlaksana da-

lam dua kali pertemuan serrta 

tidak bisa diselesaikan dalam satu 

kali tatap muka. Ini dikarenakan 

terkendala waktu dan kemampu-

an peserta didik dalam mencerna 

materi pelajaran. Maka revisi ku-

rikulum 2013 memberi ruang kre-

atifitas pada guru dalam 

mengakomodasi pendekatan dan 

metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi nyata di kelas.  

D. SIMPULAN 

Lahirnya regulasi revisi kurikulum 

2013 merupakan langkah evaluasi awal 

yang dilakukan pemerintah untuk menin-

jau kembali respon dari guru dan praktisi 

terhadap penerapan kurikulum 2013 di 

lapangan. Karena apa yang dipikirkan 

regulator tak selalu seideal apa yang ter-

jadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan 

untk menggali bagaimana respon kepua-

san guru sebagai orang yang berkuasa 

penuh terhadap penerapan revisi kuriku-

lum 2013 di lapangan. Hasilnya menun-

jukkan bahwa 90,85 % guru menyatakan 

puas dan setuju dengan kehadiran revisi 

kurikulum 2013. Tingkat kepuasaan 

dilihat dari tiga dari empat pokok perbai-

kan yang ada dalam revisi kurikulum 

2013, yakni, Pertama, sebanyak 78,27 % 

guru puas dengan upaya penataan kem-

bali kompetensi sikap spiritual dan sosial 

pada semua mata pelajaran. Kedua, 

sebanyak 94,29 % guru mata pelajaran 

menyatakan setuju dengan koherensi KI-

KD dan penyelarasan dokumen. Ketiga, 

dominasi guru mengungkapkan kepuasan 

mereka dengan pemberian ruang kreatif 

kepada guru dalam mengimplementasi-

kan kurikulum dalam regulasi revisi ku-

rikulum 2013. Dengan demikian berarti 

regulasi baru ini dapat dianggap sudah 

mampu menyelesaikan konflik awal ke-

hadiran kurikulum 2013. 
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